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Dekab Dorong ke Proses Hukum

DONGGALA, MERCUSUAR - DPRD
- Kabupaten (Dekab) Donggala, menyetujui hasil .
kerja panitia khusus (Pansus) IV yang telah

menyelesaikan tugasnya

membahas tindaklanjut LHP BPK-

RI Perwakilan Sulteng.

Pansus menelorkan tujuh re-
komendasi diantaranya menya-
rankan kepada Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Donggala
mendorong ke penegak hukum
apayang tidak dapat direalisasi-
kan oleh Tim TP-TGR. Olehnya,
pansus meminta kepada pimpi-
nan Dekab agar mengagendakan
rapat kerja dengan pihak Kejak-
saan Negeri Donggala dalam

M)

Dapat Diakses di
‘wwaw harianmercusuar.com

waktu yang tidak terllu lama.
Ketua Pansus IV, M Aswan M
Daali dalam rapat paripurna,
Kamis (21/7) juga menyam-
paikan rekomendasi agar tim
TP-TGR serius melaksanakan
sidang majelis TP-TGR untuk
pelaksanaan rekomendasi LHP
BPK RI, khususnya untuk LHP
BPK RI atas LKPD Kabupaten
Donggala tahun 2004 sampai

2009, dan harus menyampaikan
laporan secara tertulis tiga bulan

.sekali atas pelaksanaan upaya

tindak lanjut, termasuk laporan
pelaksanaan  sidang-sidang
mejelis TP-TGR.

Pansus yang telh me]akukan
konsultasi hingga ke DPR RI itu,
juga menyarankan kepada Pem-
kabagar penetapan MOU dengan
pihak PT Askes dilakukan pada
awal tahun, sehingga tidak terjadi
keterlambatan dalam proses
Kklaim dengan rumah sakit, serta
perlunya singkronisasi data pe-
serta Jamkesda dan Jamkesmas
antara rumah sakit dengan PT
Askes.

Disamping itu, dlsarankan ke-
pada bupati untuk meme-

M. Aswan M. Daali

rintahkan SKPD pengelola Aloka-
si Dana Desa (ADD) untuk mem-
benahi dan melakukan pembina-
an kepada para aparat desa me-
hlui pelatihan-pelatihan, khusus-

nya tentang pengelolaan dan ma-

nejeman pelaksanaan pertang-
gungjawaban ADD. Karena dari
148 desa yang ada di Kabupaten
Donggala, terdapat 131 desa ber-
masalah tentang pengelo-
laanADD.

Terkait restruktulisasi untang
PDAM, pansus juga memandang
perlu membentuk tim kerja
antara ekskutif dan legishtif agar
berkonsultasi ke Pemerintah
Pusat, dalam hal ini Komisill DPR
Rl dengan Kementerian Keuang-
anRIL

Anggota Pansus IV, Soraya Sul-
tan, menambahkan jika Kinerja
TP-TGR tidak maksimal maka
akan berdampak pada pemoto-
ngan DAU dari APBN.uin.



                    






